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BUPATI SEMARANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 
NOMOR   3   TAHUN  2013 

  

TENTANG 
  

 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SEMARANG, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan 
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya;  

 
  b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan 

terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, mewujudkan komitmen Perusahaan untuk 
berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan 
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya, dipandang perlu disusun peraturan mengenai 
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan; 
 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel, Staatsblad 1847: 23); 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah  Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4886); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 
12. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5234 ); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5305); 

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 

10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1981); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 
Nomor 19 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 9); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 14); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan 

Logam dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 
BUPATI SEMARANG 

 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang. 

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus baik berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi 
maupun Pemerintah Daerah dan yang didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk tujuan 
memperoleh keuntungan atau laba. 

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya 
disingkat TJSLP  adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta 
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

8. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten 

Semarang. 
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik 

oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing 
untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 

yang dipisahkan. 
11. Perusahaan Daerah milik Provinsi adalah semua Perusahaan yang 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian 
merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan, kecuali jika 
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. 

12. Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang 

modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau 
berdasarkan Undang-Undang. 

 
 


